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The Government Accounting System at the Local Government level is regulated by the Governor / 
Regent / Mayor, referring to the Regional Government regarding the regional financial management that is 
guided by PP No.71 in 2010. Government reports according to SAP there are seven components, namely: 
Budget Realization Report (LRA), Balance Sheet, Report Operations (Lo), Reports of Equity Change 
(LPE), Cash Flow Reports (LAK), and Notes for Financial Statement
application of Regional Financial Accounting Sisstems in Bakearuda Tebo Regency, what are the obstacles 
and the solutions to the Tebo Regency Government. The type of research used in this study is a qualitative 
descriptive study with a case study approach. Qualitative descriptive research is carried out to conclude or 
describe research objects based on the facts that are tread or good. Data to be carried out by observation and 
interviews and detect data on the procedu
company in the form of a common company. 
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Sistem akuntansi pemerinta
gubernur/bupati/walikota, mengacu pada pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang 
berpedoman pada PP No.71 tahun 2010. Laporan pemerintah menurut SAP ada tujuh komponen yaitu : 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 
Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penelitian ini untuk mengetahui 
bagaimana Penerapan Sisstem Akuntansi Keuangan Daerah pada BAKEUDA Kab
hambatan dan bagaiana solusi dari pemerintah Kabupaten Tebo. Jenis penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatifdengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif 
kualitatif dilakukan untuk menggabarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkn fakta
tapak atau bagaiana adanya. Pengupulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara serta 
engumpulkan data-data dala prosedur pengelolaan data informsi akuntansi, serta data
dalam bentuk gabaran umum perusahaan. 
Kata Kunci: SIMDA, Sistem Akuntansi, PP No.71
 

 
1. PENDAHULUAN 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  yang 
menyatakan  bahwa  pemerintah  menyusun  sist
Standar   Akuntansi Pemerintahan. SAP di tingkat  pemerintah  pusat diatur dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. Sistem akuntansi   pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah  diatur  dengan  peraturan  
gubernur atau bupati atau walikota,  yang mengacu  pada PERDA (Peraturan  Daerah)  tentang  
pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman  pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. 
Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Te
Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan demi 
penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada Empat karakteristik 
kualitatif tersebut diantaranya :  Relevan, Andal, Dapat Dibandi
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ABSTRAK  

The Government Accounting System at the Local Government level is regulated by the Governor / 
Regent / Mayor, referring to the Regional Government regarding the regional financial management that is 

by PP No.71 in 2010. Government reports according to SAP there are seven components, namely: 
Budget Realization Report (LRA), Balance Sheet, Report Operations (Lo), Reports of Equity Change 
(LPE), Cash Flow Reports (LAK), and Notes for Financial Statements. This research is to find out how the 
application of Regional Financial Accounting Sisstems in Bakearuda Tebo Regency, what are the obstacles 
and the solutions to the Tebo Regency Government. The type of research used in this study is a qualitative 

iptive study with a case study approach. Qualitative descriptive research is carried out to conclude or 
describe research objects based on the facts that are tread or good. Data to be carried out by observation and 
interviews and detect data on the procedure for managing accounting information, as well as data on the 
company in the form of a common company.  

SIMDA, Accounting System, PP No.71 

Abstrak  
Sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan 

gubernur/bupati/walikota, mengacu pada pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang 
berpedoman pada PP No.71 tahun 2010. Laporan pemerintah menurut SAP ada tujuh komponen yaitu : 

n Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 
Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penelitian ini untuk mengetahui 
bagaimana Penerapan Sisstem Akuntansi Keuangan Daerah pada BAKEUDA Kabupaten Tebo, apa saja 
hambatan dan bagaiana solusi dari pemerintah Kabupaten Tebo. Jenis penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatifdengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif 

ggabarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkn fakta
tapak atau bagaiana adanya. Pengupulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara serta 

data dala prosedur pengelolaan data informsi akuntansi, serta data-
dalam bentuk gabaran umum perusahaan.  

SIMDA, Sistem Akuntansi, PP No.71 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  yang 
menyatakan  bahwa  pemerintah  menyusun  sistem  akuntansi pemerintahan   yang   mengacu   pada   
Standar   Akuntansi Pemerintahan. SAP di tingkat  pemerintah  pusat diatur dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. Sistem akuntansi   pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah  diatur  dengan  peraturan  

bernur atau bupati atau walikota,  yang mengacu  pada PERDA (Peraturan  Daerah)  tentang  
pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman  pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. 
Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Te
Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan demi 
penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada Empat karakteristik 
kualitatif tersebut diantaranya :  Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan dan Dapat dipahami
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The Government Accounting System at the Local Government level is regulated by the Governor / 
Regent / Mayor, referring to the Regional Government regarding the regional financial management that is 

by PP No.71 in 2010. Government reports according to SAP there are seven components, namely: 
Budget Realization Report (LRA), Balance Sheet, Report Operations (Lo), Reports of Equity Change 

s. This research is to find out how the 
application of Regional Financial Accounting Sisstems in Bakearuda Tebo Regency, what are the obstacles 
and the solutions to the Tebo Regency Government. The type of research used in this study is a qualitative 

iptive study with a case study approach. Qualitative descriptive research is carried out to conclude or 
describe research objects based on the facts that are tread or good. Data to be carried out by observation and 

re for managing accounting information, as well as data on the 

h pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan 
gubernur/bupati/walikota, mengacu pada pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang 
berpedoman pada PP No.71 tahun 2010. Laporan pemerintah menurut SAP ada tujuh komponen yaitu : 

n Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 
Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penelitian ini untuk mengetahui 

upaten Tebo, apa saja 
hambatan dan bagaiana solusi dari pemerintah Kabupaten Tebo. Jenis penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatifdengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif 

ggabarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkn fakta-fakta yang 
tapak atau bagaiana adanya. Pengupulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara serta 

-data pada perusahaan 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  yang 
em  akuntansi pemerintahan   yang   mengacu   pada   

Standar   Akuntansi Pemerintahan. SAP di tingkat  pemerintah  pusat diatur dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. Sistem akuntansi   pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah  diatur  dengan  peraturan  

bernur atau bupati atau walikota,  yang mengacu  pada PERDA (Peraturan  Daerah)  tentang  
pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman  pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. 
Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan demi 
penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada Empat karakteristik 

ngkan dan Dapat dipahami. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1.1. Penelitian ini erupakan penelitian yang embahas tentang bagaimana sistem akuntansi yang ada pada 

setiap entitas. 
Berbagai penelitian terdahulu yang menjadi rujukan terkait dengan analisis sistem akuntansi keuangan 
daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah diantaranya pernah dilakukan oleh fajar dimana 
penelitiannya dlakukan pada pemerintahan kota bandung dengan judul pengaruh sistem akuntansi 
keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten bandung dengan hasil 
penelitiannya tersebut membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah kabupaten bandung 
mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangannya. 

2.1.2. Heading Level Ketiga 
Winda meneliti tentang analisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada badan kepegawaian kota 
padang. Dan menyimpulkan bahwa penerapan sistem pencatatan sudah sesuai dengan permendagri nomor 
13 tahun 2006 namun belum mengikuti standar yang telah ditetapkan yaitu peraturan pemerintah bomor 71 
tahun 2010. 
2.1.3. Penulisan Referensi 
Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Tien meneliti tentang analisis penerapan sistem 
akuntansi keuangan daerah pada bagian keuangan pemerintah kabupaten pacitran, menyimpulkan bahwa 
pemda masih belum melaksanakan akuntansi keuangan daerah sesuai dengan sistem yang baru yaitu sistem 
double entry dan basis akrual. 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
Objek penelitian ini adalah objek alamiah, atau natural setting, sehingga metode yang digunakan dalam 
penelitian ini biasa disebut metode naturalistik. 
Objek penelitian ini fokus pada sistem akuntansi keuangan pada badan keuangan (BAKEUDA) Kabupaten 
Tebo. Hal ini peneliti beralasan untuk mengambil objek penelitian di BAKEUDA Kabupaten Tebo 
dikarenakan BAKEUDA adalah induknya dari 21 kantor dinas yang ada di Kabupaten Tebo. Dari hasil 
wawancara peneliti dengan staf pengelola sistem akuntansi keuangan di Kabupaten Tebo menjelaskan 
bahwa masih ada beberapa kantor dinas yang sering terlambat mengumpulkan hasil laporan keuangannya 
ke kantor dinas BAKEUDA. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1  Pernyataan  

Pada penerapan akuntansi berbasis akrual menurut PP No.71 tahun 2010 sangat 
mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan dan juga memperhatikan suatu laporan 
keuangan yang betul-betul sesuai dengan kemampuan SKPD. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
bapak Romlan SE.M.Ak selaku kepala Badan Keuangan Akuntansi dan Pelaporan keuangan pada 
BAKEUDA yaitu : 

“ penerapan akuntansi berbasis akrual ini sangat membantu karena sebelum menggunakan berbasis akrual 
ini kita menggunakan kas basic dimana kas basic ini terlebih dahulu kita mencari yang mana yang akan 
dimasukkan kedalam neraca, berbeda dengan akrual dimana sudah jelas yang akan dimasukkan kedalam 
neraca 
4.2 Tabel hasil penelitian 

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017-2021 

No Entitas 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Pemprov jambi WTP WTP WTP WTP WTP 

2 Pemkot jambi WTP WTP WTP WTP WTP 

3 Pemkot sungai penuh WTP WTP WTP WTP WTP 

4 Pemkab Batang hari WTP WTP WTP WTP WTP 

5 Pemkab Bungo WDP WTP WTP WTP WTP 
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6 Pemkab Kerinci WTP WTP WTP WTP WTP 

7 Pemkab Muaro jambi WTP WTP WTP WTP WTP 

8 Pemkan merangin WTP WTP WTP WTP WTP 

9 Pemkab Sarolangun WTP WTP WTP WTP WTP 

10 Pemkab Tanjabbar WDP WTP WTP WTP WTP 

11 Pemkab Tanjabtim WTP WTP WTP WTP WTP 

12 Pemkab Tebo WTP WTP WTP WTP WTP 

Sumber : IHPD Provinsi Jambi 
Keterangan : 
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian 
WDP : Wajar Dengan Pengecualian  
TW    : Tidak Wajar 
TMP : Tidak Memberi Pendapat  

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Sistem penyusunan laporan keuangan pada BAKEUDA kabupaten Tebo telah menggunakan aplikasi sistem 
manajemen daerah (SIMDA) yang lebih memudahkan bagian keuangan dan akuntansi dalam menyusun 
laporan keuangan. BAKEUDA kabupaten Tebo secara umum telah menerapkan sistem akuntansi sesuai 
dengan PP  nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi berbasis akrual dan permendagri nomor 64 
tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. 
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